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BAB lil
PEMBAHASAN

Umum.

Dalam pembangunan postur pertahanan dengan Konsep
Triple Helix diperiukan regulasi yang melandasinya, dan kita telah
memiliki cukup regualsi tersebut, yaitu berupa perundang-undangan,
diantaranya UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No.
18/2002 tentang Sistem Nasional Litbang dan Penerapan IPTEK,
UU No. 34/2004 tentang TNI, UU No. 17/2007 tentang RPJPN
Tahun 2005-2015, UU No. 12/2012 tentang Dikti, UU No. 16/2012
tentang Indhan, Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019, Perpres
No. 97/2015 tentang Jakum Hanneg dan Keppres No. 117/1998
tentang BPPT.

Triple Helix sebagai suatu konsep pembangunan postur
pertahanan ini menganalisis hubungan kerja antara pemeriniah,
akademisi (universitas dan lembaga riset) dan industri, yang
merupakan pengembangan sains dan teknologi untuk menghasilkan
inovasi teknologi pertahanan. Konsep Triple Helix telah banyak
digunakan di negara-negara maju, seperti Amerika, China, Korea,
Swedia, negara Eropa, India dan Jepang. Melalui kerjasama antara
pemerintah, akademisi (universitas dan lembaga riset) dan industri
pertahanan, konsep ini dapat memecahkan berbagai masalah
pembangunan termasuk alutsista pertahanan.

Diperlukan sinerginya hubungan kerja antara pemerintah
sebagai fasilitator dan regulator dengan akademisi (universitas dan
lembaga riset) sebagai pencetak SDM dan pencipta invensi-invensi
(penemuan baru), termasuk dengan lembaga riset. Sinerginya
hubungan kerja antara pemerintah dengan industri pertahanan
dalam negeri dalam memproduksi Alpalhankam yang dibutuhkan
pengguna. Sinerginya hubungan kerja antara akademisi (universitas
dan lembaga riseﬁ sebagai pencetak Sumber Daya Manusia (SDM)

dan pencipta invensi-invensi (penemuan baru teknologi) dengan
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industri pertahanan yang mampu merubah invensi-invensi yang
dihasilkan oleh akademisi menjadi karya inovasi berteknologi tinggi.
Dan sebagai gagasan utamanya adalah bagaimana sinerginya
hubungan kerja dari ketiga elemen (pemerintah, akademisi dan
Industri), berinteraksi secara harmonis, agar mampu membangun
kekuatan alutsista untuk mendukung pembangunan postur
pertahanan yang ideal.

Untuk  mengimplementasikan  bagaimana  mekanisme
hubungan kerja antara institusi-institusi di dalam Triple Helix ini,
maka penulis akan menggunakan pendekatan Teori Triple Helix
dengan model seimbang (balanced), yang dapat dilihat dari

penjelasan gambar di bawah ini.

Tri-Lateral Network and Hybrid Organizations

b Vs

Gambar-2 : Triple Helix Model Seimbang/Balanced

Konsep hubungan kerja antara Pemerintah dengan Akademisi
(Universitas dan Lembaga Riset) dalam pembangunan postur
pertahanan Negara.

Pembangunan postur pertahanan khususnya pembangunan
alutsista TNI, telah diwadahi dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang
RPJPN, dimana ‘arah pembangunan pada aspek Hankam, pada
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Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 serta dalam
Perpres No. 97 Tahun 2015 tentang Jakum Hanneg.

Sementara itu pemerintah juga memiliki perangkat regulasi
dalam bentuk UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi,
yang dalam pasal 5 huruf d. disebutkan tentang pengabdian
perguruan tinggi/universitas kepada masyarakat berbasis penalaran
dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. '°

Pada irisan gambar nomor-1 dari teori Triple Helix, vaitu
konsep hubungan kerja antara pemerintah dengan universitas. Maka
pemerintah yang didalamnya ada TNI selaku pengguna (user),
memberikan informasi tentang jenis/macam alutsista yang
dibutuhkan, dan universitas bertugas untuk mengidentifikasi apa
yang dibutuhkan pengguna dalam forum akademi dan ditidaklanjuti
dengan melakukan riset/penelitian. Selain itu pada irisan gambar ini
pula peran pemerintah dapat mengeluarkan regulasi untuk
memudahkan universitas mendapatkan kemudahan akses untuk
masuk ke industri pertahanan. Dengan regulasi tersebut sekat-sekat
yang biasanya menghambat interaksi antara universitas dan industri
pertahanan dapat ditembus dan akan terbangun pola kerjasama
yang saling menguntungkan.

SDM, kurikulum pendidikan, manajemen, sarana dan
prasarana serta sistem penjaminan mutu, adalah merupakan aspek-
aspek penting yang menjadi prioritas dalam peningkatan kapasitas
universitas.

a. Peningkatan kapasitas universitas sebagai pencetak SDM
yang berkualitas.

Universitas harus fokus pada orientasi untuk
menghasilkan lulusan SDM yang unggul, siap pakai dan
mampu berkompetisi secara positif. Produk universitas yang
diharapkan dapat menghasilkan peneliti yang siap pakai
dalam penéfitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi

0 Ibid.
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iimiah, termasuk SDM berkemampuan teknologi pertahanan.
Permasalahan yang terjadi adalah SDM peneliti dan publikasi
ilmiah lulusan universitas di Indonesia saat ini relatif masih
sangat rendah apabila dibandingkan dengan Thailand,
Malaysia, dan Filipina.

Pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti harus
meninjau ulang sistem pendididkan di universitas-universitas
berbasis teknologi, perlu dikembangkan sistem pendidikan
teknologi yang mampu membuka pemikiran-pemikiran serta
keterampilan kreatif dan inovatif bagi para mahasiswanya.

Kurikulum pendidikan maupun metode pembelajaran
yang dikembangkan di universitas berbasis teknologi, harus
menjadikannya sebagai institusi yang mampu mencetak SDM
berkualitas yang memiliki kemampuan hard skill maupun soft
skill yang seimbang. Berbicara SDM tidak hanya para
mahasiswa, namun termasuk tenaga pengajar/dosen, karena
memiliki peran yang sangat penting pembelajaran di
universitas.

Masih rendahnya kualitas SDM di universitas, menjadi
tanggung jawab penyelenggara universitas tersebut untuk
memperbaikinya. Kerjasama universitas dalam negeri
dengan universitas-universitas di luar negeri, khususnya
dalam kerjasama teknologi pertahanan, merupakan faktor
yang sangat penting dalam membangun kapasitasnya
sebagai universitas unggul. Pemerintah dalam hal ini
Kemenristekdikti, harus membuat terobosan dalam
memperbanyak program beasiswa bagi para mahasiswa
untuk disekolahkan di universitas-universitas yang lebih maju
di luar negeri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor
manajemen universitas, yaitu dengan membangun sistem dan
kultur yang berkualitas untuk menunjang pencapaian prestasi
para mahasiswanya.
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Peningkatan kapasitas universitas sebagai institusi
peneliti dasar (basic research).

Untuk menjadikan universitas sebagai institusi peneliti
dasar yang unggul, pemerintah harus mulai melengkapi
universitas dengan sarana dan prasarana penelitian dan
dukungan anggaran riset/litbang yang memadai. Sarana
berupa ruang dan alat-alat laboratorium serta bahan-bahan
penelitian yang diperlukan harus dipenuhi. Anggaran
riset/litbang pada dasarnya untuk kebutuhan peningkatan
kualitas dosen, penelitian dasar dan publikasi sampai bisa
diaplikasikan pada dunia industri Kkhususnya industri
pertahanan.

Beberapa perguruan tinggi atau universitas yang telah
menjadi institusi peneliti, khususnya dalam bidang teknologi,
diantaranya; UNHAN, ITB, ITS, Ul, UGM telah bekerjasama
dengan industri pertahanan, harus terus didorong untuk
menjadi universitas yang unggul dalam menghasilkan invensi-
invensi dalam bidang teknologi pertahanan.

Dengan semakin berkembangnya kemampuan
universitas dalam invensi dan inovasi teknologi pertahanan,
maka pemerintah melalui Kemenristek Dikti dapat
memfasilitasi universitas-iniversitas lain di Indonesia, untuk
melakukan hal serupa. Kebijakan anggaran pendidikan
untuk perguruan tinggi khususnya untuk keperluan
ristek/litbang harus ditingkatkan. Sarana dan prasarana
riset/Litbang di universitas harus dibangun, dengan
dukungan SDM yang mumpuni.

Peningkatan kapasitas Lembaga Riset/Litbang (BUMN,
BUMS).

Lembaga riset/litbang yang ada di kementerian/
lembaga saat ini dinilai cenderung hanya memboroskan
anggaran n'egara, Sementara lembaga riset/litbang
pemerintah (BPPT dan LIPI) juga kurang efektif dan efisien
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serta belum memberikan kontribusi secara signifikan
menghasilkan teknologi pertahanan. Adanya ketidakefektifan
lembaga riset/litbang pemerintah tersebut termasuk di K/L,
pemerintah mempertimbangkan untuk menghapusnya dan
mengintegerasikannya ke dalam sebuah badan tersendiri.
Peningkatan kapasitas lembaga litbang pemerintah
seperti; LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN harus terus didorong
untuk mampu berkiprah secara signifikan untuk kemajuan
teknologi. Oleh karenanya penataan kelembagaan risel/
litbang merupakan keniscayaan, guna mewujudkan tata
kelola yang efektif, efisien serta sinergis guna mendorong
profesionalisme dan kreatifitas peneliti dalam rangka
penguatan sistem inovasi dalam teknologi pertahanan.
Mengoptimalkan lembaga riset/litbang swasta, untuk
menghasilkan invensi teknologi pertahanan yang dibutuhkan
pengguna. Sinergi dan tukar menukar informasi antara
lembaga riset/litbang pemerintah dengan swasta baik di

dalam maupun di luar negeri, sangat penting dilakukan.

Konsep hubungan kerja antara Pemerintah dengan Industri
Pertahanan dalam pembangunan postur pertahanan Negara.

Pemerintah telah memiliki perangkat regulasi berupa UU No.
16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, utamanya diterangkan
pada pasal 3, yang menjelaskan bahwa;'' a. mewujudkan industri
pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan
inovatif. b. mewujudkan kemandirian pemenuhan Alpalhankam; dan
c. meningkatkan kemampuan memproduksi Alpalhankam dan jasa
pemeliharaan.

Pada irisan gambar nomor-3 dari teori Triple Helix, yaitu
konsep hubungan kerja antara pemerintah dan industri. Maka
pemerintah yang di dalamnya ada KKIP, harus bisa memayungi dan

’

"' Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri
Pertahanan. Diunduh tanggal 10 Mei 2019.
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menjamin industri-industri pertahanan dapat memproduksi alutsista

secara berkesinambungan, pemerintah diharapkan membantu
membuka akses ekspor hasil produksi maupun impor bahan baku,
komponen pendukung yang belum dapat diproduksi di dalam negeri,
memberikan jaminan kepastian pasar dalam negeri, jaminan
dukungan anggaran yang memadai. Sementara industri diharapkan
mampu menyediakan berbagai kebutuhan alutsista yang dibutuhkan
oleh pengguna (user). Industri juga harus mampu meyakinkan
pemerintah, bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar
yang telah ditentukan, secara tepat jumlah, waktu dan sasaran, serta
terhindar dari penyalahgunaan.

a. Mengatasi kemampuan industri pertahanan negeri dalam

penguasaan teknologi yang masih terbatas.

Permasalahan industri pertahanan dalam penguasaan
teknologi, ini merupakan hal klasik, dimana terdapat missing
link antara kemampuan/ketersediaan teknologi yang dimiliki
oleh industri pertahanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan
Alpalhankam pengguna. Ini yang mengakibatkan pengguna
terpaksa membeli alutsista buatan luar negeri.

Anggaran pengadaan alutsista yang menggunakan
skema Pinjaman Dalam Negeri (PDN), sesuai MEF tahap-I
(2015-2019) sejumiah Rp. 15 T, sampai akhir Juni 2018, baru
Rp. 6 T'2 (Connie:2018). Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa industri pertahanan kita belum mampu memanfaatkan
anggaran yang ada karena kemampuan teknologi yang
terbatas. '

Solusi yang perlu dilakukan adalah dengan
mengoptimalkan peluang ofset apabila pengguna membeli
alutsista dari luar negeri, maka harus ada transfer of teknologi
(TOT) dan transfer of knowledge (TOK), khususnya dalam
bidang engineering, desain, testing, dan maintenance kepada

]

hitps:/iwww. merdeka.com/peristiwa/berharap-percepatan-inovasi-industri-pertahanan-

dalam-negeri.html diunduh tanggal 10 Juli 2019 pukul 21.00
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SDM industri pertahanan maupun lembaga litbangyasa
terkait. Pemenuhan Jokal content/offset dengan berpedoman
kepada aturan dan ketentuan yang ada di dalam UU No.
16/2012 tentang Indhan, menjadi faktor penguat bagi KKIP di
dalam mengambil kebijakan membeli alutsista produksi luar
negeri. Oleh sebab itu strategi yang bisa dilakukan dalam
menghadapi persoalan tersebut, maka dalam jangka pendek
melakukan kerjasama pengembangan dan produksi dengan
industri dari luar negeri, tentunya dibawah pengawasan KKIP.

Kerjasama dengan industri pertahanan ini, dapat
dijadikan sebagai jembatan dan pembelajaran transfer
teknologi beberapa produk alutsista. Seperti yang sudah
dilakukan saat ini, misalnya PT.Pindad dengan Turki dalam
proyek pembangunan Medium Tank, Jerman dan Belgia,
PT.DI dengan Korsel dalam proyek KFX), serta PT.Pal
dengan Korsel yaitu program pembuatan Kapal Selam
Hyundai, dan lain-lainnya kerjasama untuk pemeliharaan dan
perawatan, seperti PT.GMF dengan TNI AU.

Mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang
mampu memproduksi Alpalhankam yang dibutuhkan di
dalam negeri.

Komitmen pemerintah untuk memajukan industri
pertahanan yang mandiri dan mampu menyediakan
kebutuhan Alpalhankam dalam negeri, harus diwujudkan.
KKIP dalam hal ini harus mampu melakukan kerjasama baik
dengan BUMN maupun BUMS di dalam negeri maupun di
luar negeri. Industri pertahanan ke depan dituntut untuk
mampu menyediakan alutsista sesuai dengan yang
dibutuhkan oleh pengguna, khususnya di dalam negeri.
Pemerintah juga perlu memberi peluang dan mendorong
industri-industri UMKM baik BUMN dan BUMS untuk mampu
meproduksi'berbagai komponen pendukung yang dibutuhkan,
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dalam rangka menjaga rantai pasok (supply chain), sehingga
akan mendukung keberlangsungan industri utama alutsista.

Untuk menjaga eksistensi agar industri pertahanan
terus bertumbuh, perlu juga memproduksi peralatan non
militer, memanfaatkan fasilitas dan know-how yang ada.
Sebagaimana juga industri pertahanan di negara lain, mereka
ditopang divisi di bidang industrial kuat. Sebagai contoh
Industri Ranpur FNSS di Turki, adalah bagian dari Nurol
Holding yang bergerak di industri berat dan alat transportasi.
Juga Industi Ranpur Hanhwa Defense di Korea merupakan
bagian dari chaebo/ (konglomerat) Hanhwa Group.
Penguatan kapasitas industri pertahanan (BUMN).

Fakta menunjukkan bahwa kebutuhan alutsista untuk
mendukung kemampuan pertahanan dan keamanan, masih
tergantung kepada impor dari luar negeri. Pemerintah juga
relatif sulit mengontrol proses, produksi dan pemasaran hasil
industri pertahanan dan keamanan, khususnya setelah
adanya kebijakan swastanisasi (BUMN).

Dalam menciptakan kemandirian industri maka BUMN
berperan aktif dalam setiap tugas dan wewenangnya dalam
membuat suatu program dan kebijakan yang perlu diambil
guna menunjang kemandirian industri pertahanan nasional
sebagai berikut :

1) Peningkatan peran dari PT Dirgantara Indonesia

(PT.DI).

a) Kerjasama industri pertahanan-yang sesuai
dengan kebutuhan. Dengan memanfaatkan
hubungan bilateral maupun multilateral dengan
negara-negara ASEAN dan Asia-Pasifik, dapat
melakukan kerjasama dalam bidang industri
pertahanan. Dalam penguasaan (teknologi
¥ pertahanan sesuai dengan UU No. 16 Tahun
2012 tentang Industri Pertahanan. PT.DI melalui
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co-design, co-manufacture dan global supply
chain selalu memperhafikan kandungan flokafl
dan offset sebesar 35% dari nilai kontrak dalam
pengadaan Alpalhankam dari luar negeri."?

b) Pengembangan dan memodernisasi produk
unggulan yang berdaya saing tinggi. PT.DI
melakukan pengembangan produk berupa
pesawat terbang tanpa awak (PTTA) Wulung,
pesawat tempur KFX/IFX serta sistem senjata.
Penguatan kerjasama dalam TOT dan TOK
dengan negara-negara maju, akan mampu
mengakselerasi kemandirian PT.DI dalam
menghasilkan inovasi yang kemudian dapat
dikembangkan menjadi produk alutsista yang
berteknologi tinggi.

c) Meningkatkan jumiah serta kualitas dari tenaga
ahli pegawai baru dan yang sudah ada. Melalui
perangkat regulasi (UU No. 16 Tahun 2012),
PT.DI didorong untuk meningkatkan
kemampuannya dalam manufacturing Surface
dan Underwater Target (SUT) Torpedo,
kemampuan Maintenance, Repair dan Overhaul
(Depot level) dan refurbishment.

d) Meningkatkan posisi / kualitas daya tawar dan
meningkatkan kemandirian dengan mengurangi
ketergantungan pada produk Luar Negeri, yaitu
dengan melakukan akuisisi teknologi, karena
penguasaan teknologi yang masih terbatas .

e) Memacu daya saing sesama industri pesawat

terbang dan merancang industri pesawat

tempur. Sejauh ini di dalam negeri tidak ada
pesaing industri pesawat terbang bagi PT.DI

3 UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, diunduh tanggal 12 Mei 2019.
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dimana tidak ada industri pesawat swasta yang
memiliki kemampuan untuk mendesain dan

memproduksi.

2) Meningkatkan peran PT.Pindad.

a)

b)

c)

Melakukan perbaikan /mage branding. Dengan
melakukan perbaikan image branding menjadi
suatu keharusan yang dilakukan oleh PT.Pindad
kedepannya. Karena perbaikan yang dilakukan
berkaitan dengan kualitas produksi untuk
meningkatkan daya saing terutama untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam hal
ini  KKIP sebagai /ead Iintegrator, perlu
melakukan standarisasi mengenai image
branding tersebut, sehingga akan terjamin
kualitas yang benar-benar siap bersaing baik di
dalam maupun di luar negeri.

Melakukan kerjasama dengan BUMN dan
BUMS, untuk mengembangkan inovasi produksi
sampai dengan pemasaran dan penjualan.
Sebai contoh PT.Pindad saat ini tengah
melakukan inovasi untuk mengembangkan
senapan serbu (SS) menjadi berbagai tipe untuk
sesuai dengan kebutuhan operasional TNI. Kita
patut acungkan jempol bahwa Panser Anoa dan
senapan serbu (SS) buatan PT.Pindad telah
mencuri perhatian beberapa "~ negara dan
menyatakan ingin membelinya, bahkan saat ini
telah ada beberapa negara yang telah
melakukan kontrak untuk pembelian Panser
Anoa serta senapan tersebut.

PT.Pindad melakukan alih teknologi dari munisi

"dan alutsista yang dibeli dari luar negeri.

Kemampuan PT.Pindad dalam menerima dan
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mengimplementasikan alih teknologi menjadi
peluang besar ditengah banyaknya kerjasama
pertahanan yang tengah dijalin oleh pemerintah
Indonesia dengan negara lain. Dengan masih
banyaknya alutsista TNI yang berasal dari luar
negeri, PT.Pindad dituntut untuk mampu
memproduksi amunisi maupun suku cadang
bagi berbagai alutsista tersebut. Hal ini seiring
dengan tuntutan alih teknologi yang disertakan
oleh pemerintah Indonesia dalam setiap
pembelian persenjataan dalam beberapa waktu
belakangan ini. Pembelian tank Leopard oleh
pemerintah Indonesia membuka jalan untuk
melakukan alih teknologi, setidaknya dalam
memproduksi suku cadang maupun amunisi
didalam negeri. Bahkan Memorandum of
Understanding (MolU) antara PT.Pindad dengan
Rheinmettal sebagai produsen tank Leopard
sedang disiapkan vyang difasilitasi oleh
pemerintah Indonesia dan Jerman.

Menjalin kerjasama dengan CM/ Defence serta
mengembangkan produksi furret berdiameter
besar. Disini PT.Pindad berupaya untuk
mendapatkan sertifikasi dalam kemampuannya
memproduksi dan memelihara senjata. Upaya
ini dilakukan oleh PT.Pindad- agar dapat
membantu kemandirian Industri Pertahanan
Senjata Indonesia, disamping itu akan menjadi
Global supply chain Industry seperti CM!
Defence, sehingga diharapkan dapat
memasarkan produknya secara global. CM/
' Defence dipercaya sebagai pihak yang memiliki
keuntungan bagi Indonesia dalam memenuhi
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kebutuhan alutsistanya, khususnya dalam
produksi dan pengembangan turret dikarenakan
CM! Defence terkenal sebagai perusahaan
produsen  persenjataan  khususnya pada
produksi turret.

PT.Pindad perlu melakukan komunikasi intensif
dengan pengguna, khusunya dengan TNI AD
(sebagai user), karena TNI AD selama ini lebih
memilih menggunakan produk dari luar negeri,
yang terprogram dalam Minimum essential force
(MEF) untuk pemenuhan dan pembaharuan
alutsistanya. TNI AD maupun Kemhan sejauh ini
masih lebih mempercayakan pada pihak asing
terutama bagi kendaraan tempur dengan turret
kaliber besar. Karena telah terbiasa bagi pihak
TNI AD untuk membeli produk unit kendaraan
tempur kaliber besar 90mm dalam bentuk
barang jadi atau siap pakai dari negara lain. Hal
ini menjadi persoalan tersendiri bagi PT.Pindad,
dimana di satu sisi ada kewajiban bagi TNI
untuk membeli alutsista dari dalam negeri.
Namun disisi lain kemampuan PT.Pindad belum
cukup mampu memproduksi alutsista dengan
kemampuan teknologi sesuai kebutuhan TNI
AD. Oleh karenanya PT.Pindad harus mampu
meyakinkan bahwa produk yang ditawarkan
juga memiliki kualitas yang tidak kalah baiknya
dari produk barang jadi yang dihasilkan dari luar

negeri tersebut.

Meningkatkan peran PT.PAL.

a)

Perlu melakukan mengembangkan kemampuan

" untuk memproduksi kapal perang, agar tidak

lagi membeli kapal perang bekas dari negara
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lain. Saat ini  PT.PAL telah berhasil
mengembangkan  kapal perang dengan
teknologi sfealth kelas Sigma yang diberi nama
KRI Klewang. Meskipun pada sesi uji coba
kapal buatan PT.PAL ini terbakar dan masih
terdapat beberapa item yang masih harus
didatangkan dari luar negeri, namun ini tidak
menyurutkan pengembangan kapal baru
fersebut yang kelak akan memperkuat jajaran
TNI-AL. Ini menunjukan bahwa kemampuan
PT.PAL untuk memproduksi dan
mengembangkan persenjataan, khusus bagi
matra laut, tidak dapat dipandang sebelah mata
Memproduksi Kapal Niaga, Kapal Cepat, dan
Kapal Khusus Perang. Pengembangan produk
kapal perang yang akan diarahkan pada pasar
di dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini,
fokus pengembangan adalah untuk mendukung
model-model industri pelayaran nasional dan
pelayaran perintis bagi penumpang dan barang
(cargo), serta mengembangkan kemampuan
untuk pembangunan kapal LPG/ LNG Carrier.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang
berkualitas. Sejarah membuktikan kemampuan
insan manusia Indonesia sebagai pelaut yang
tersohor, namun untuk dapat bersaing di arena
internasional yang semakin keras, PT.PAL
INDONESIA (Persero) menyadari bahwa
sejarah dan tradisi dapat menjadi pendorong.
Akan tetapi untuk menyiapkan SDM berkualitas
yang akan mengawaki industri pertahanan, lebih
benting dengan melakukan pendidikan dan
latihan. Pendidikan dan latihan bagi karyawan
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adalah mutlak, agar menghasilkan SDM yang
tangguh dan memiliki kemampuan tinggi.
Sebagai tulang punggung perusahaan, bidang
SDM mendapat perhatian yang khusus dengan
beragam kegiatan yang bertujuan meningkatkan
basis kompetensi dari para karyawan PT.PAL
INDONESIA (Persero).

d) Mengadakan kerjasama riset dan koordinasi
dengan lembaga lain. Kerjasama Riset juga
dilakukan oleh PT.PAL Indonesia (Persero)
dengan lembaga pemerintah maupun swasta
yaitu kerjasama dengan LHI-BPPT, Perguruan
Tinggi ITS Surabaya, Kementrian Riset dan
Teknologi (Dikti), dan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kemhan.

Penguatan kapasitas BUMS.

Dalam rangka mendukung terwujudnya kemandirian
industri pertahanan, keterlibatan peran dari BUMS sangatlah
diperlukan. Dalam menunjang kinerja industri pertahanan,
BUMS dapat berperan aktif untuk pemenuhan kebutuhan
bahan baku, komponen pendukung serta komponen utama,
sehingga akan terjaganya rantai pasok (supply chain), secara
berkesinambungan. Pada prinsipnya keterlibatan BUMS
dalam ikut mendorong kemandirian industri pertahanan, sama
dengan peran BUMN Adapun hal-hal yang perlu mendapat
perhatian adalah sebagai berikut: X
13 Tuntutan dari industri-industri swasta untuk menjadi

lead integrator, tuntutan ini menjadi suatu hal yang

dapat dipertimbangkan. Mengingat secara umum
kemampuan finansial swasta tidak diragukan,
disamping ketersediaan SDM  peneliti  serta
kemani'lpuan teknologi yang juga tidak kalah dari
BUMN. Diharapkan dengan pemberian sedikit ruang
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dan kepercayaan, BUMS di bidang hankam akan
mampu  memberikan  kontribusi lebih  dalam
pemenuhan alpalhankan dalam negeri

Perlu meningkatkan modal usaha dalam mewujudkan
industri pertahanan Indonesia yang mandiri sehingga
menekan biaya investasi teknologi.

Meningkatkan hubungan kerjasama antar perusahaan
swasta baik di dalam negeri maupun dengan luar
negeri, dalam hal ini untuk memelihara rantai pasok
sekaligus untuk menjaga keberlangsungan industri
pertahanan.

Menjaga sinerginya antara BUMS, BUMN dan
Kemhan/TNI selaku wuser, serta perlunya sokongan
dukungan pemerintah berupa regulasi yang saling
menguntungkan, menjadi solusi dalam kemandirian
industri pertahanan dan keamanan dalam negeri.
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan BUMS, agar
mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar dan
pengguna.

Peningkatan peran BUMS, juga harus diikuti oleh
pembangunan disektor yang terkait erat dengan
pekerjaan BUMS tersebut, diantaranya pembangunan
infrastruktur transportasi yang dapat berpengaruh
kepada efisiensi biaya yang dikeluarkan.

Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kompetensi SDM
yang profesional dan unggul. Peningkatan kemampuan
melalui pendidikan latihan, yang erat hubungannya
dengan tugas Kemenristekdikti.

Mengoptimalkan peran KKIP.

Sebagai institusi kepanjangan pemerintah, KKIP harus

mampu menjadi lead integrator’™ dari peran Industri
Pertahanan'(BUMN, BUMS). Dalam mengatur sinergi vertikal

14 Ibid.
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dan horizontal antara pemerintah sebagai regulator, industri
sebagai provider, serta TNI sebagai user.

Pelibatan industri swasta dalam pengembangan riset
dan teknologi. Sesuai UU No. 16/2012 tentang Industri
Pertahanan, KKIP memiliki visi mencapai kemandirian
pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan
keamanan, yang didukung oleh Industri Pertahanan yang
maju dan SDM yang unggul.’ Ada 7 program prioritas saat ini
antara lain propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal
selam dan pesawat tempur KFX/IFX. Program tersebut
memerlukan anggaran yang fidak sedikit, oleh karenanya
perilu melibatkan pihak industri swasta. Pelibatan swasta
dalam program tersebut, khususnya untuk mendukung
industri utama (BUMN), baik untuk memenuhi kebutuhan
bahan baku, komponen pendukung maupun komponen
utama.

KKIP harus memiliki hubungan yang harmonis dengan
perguruan tinggi/universitas, untuk mencari SDM keluaran
universitas yang bisa diproyeksikan ke industri pertahanan,
disamping itu memantau hasil riset di perguruan tinggi yang
bisa diaplikasikan dan dikerjasamakan dengan industri
pertahanan agar memajukan keterampilan dalam inovasi
teknologi yang dibutuhkan.

Pelibatan TNI (end wuser). Pelibatan TNI dalam
pembangunan kekuatan alutsista, merupakan suatu
keniscayaan, karena yang lebih tahu dan cocok alutsista apa
yang seharusnya digunakan adalah TNI. Sesuai dengan UU
No. 34/2004 tentang TNI, khususnya pasal 11 ayat (1)
disebutkan bahwa postur TNl dibangun dan dipersiapkan
sebagai bagian dari postur pertahanan Negara untuk

3

'S Sekkab RI. 17 Juni 2010. “Perpres No. 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan
Industri Pertahanan”, Jakarta, Diunduh tanggal 17 Mei 2019.



oH
TANHANA

'MANGRVA

17.

45

mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata. '
TNI sebagai bagian dari pemerintah sekaligus sebagai
pengguna (end user) alat utama sistem senjata (alutsista),
harus terlibat langsung dan mendukung implementasi dari
konsep Triple Helix pembangunan postur pertahanan Negara.
TNI harus memberikan masukkan tentang macam/jenis
alutsista sesuai karakteristik yang dibutuhkan di lapangan
dihadapkan ancaman yang akan dihadapi. Pembangunan
kekuatan alutsista dengan konsep threat and capability based
plan. Konsep ini merupakan konsep pengembangan postur
TNI dalam mentransformasi Alutsista guna meningkatkan
kemampuan prajurit yang didukung Alutsista sesuai dengan
perkembangan teknologi dan mampu memberikan efek
gentar yang tinggi dalam mengahadapi ancaman yang
mungkin timbul.

Konsep hubungan kerja antara Akademisi (Universitas dan
Lembaga Riset) dengan Industri Pertahanan dalam
pembangunan postur pertahanan Negara.

Pada irisan gambar nomor-2 dari teori Triple Helix, yaitu
antara universitas dengan industri. Maka universitas dapat
memfasilitasi transfer teknologi, misalnya ‘reverse engineering
seperti yang sering dilakukan oleh China, yang oleh Amerika sering
disebut dengan pencurian teknologi, yang diperankan sangat apik
oleh universitas dan hasiinya dapat digunakan oleh industri
pertahanan, disini terjadi interaksi yang baik antara keduanya.
Terwujudnya interaksi yang baik antara universitas dan industri
pertahanan, seperti dapat kita saksikan di negara-negara yang
sudah maju, secara riil dapat menghasilkan keluaran (output) yang
dapat secara langsung dimanfaatkan oleh industri pertahanan.
Disinilah terlihat bahwa, lembaga riset/litbang universitas memiliki

¥

6 Undang-Undang Nomor 34 tentang Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
(TNI). Diunduh tanggal 10 Mei 2019.
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kontribusi dan peran yang strategis dalam mengimplementasikan

konsepfteori Triple Helix ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari sistem inovasi nasional dan regional.

Untuk mewujudkan universitas dan lembaga risetflitbang yang

dapat memberikan hasil riset yang dapat dikembangkan oleh industri

pertahanan menjadi suatu inovasi yang bisa dihandalkan, maka

perlu dilaksanakan langkah kongkrit, adapun hal-hal yang dapat

lakukan adalah sebagai berikut:

a.

Kerjasama Akademisi/Universitas dengan industri
pertahanan.

Apabila merujuk pada UU tentang Pendidikan Tinggi
khususnya pada pasal 46 ayat (1.d), diharapkan hasil
penelitian universitas digunakan untuk pemenuhan kebutuhan
strategis pembangunan nasional. Peran universitas sebagai
sumber penghasil IPTEK dituntut mampu menciptakan
berbagai invensi yang dapat diaplikasikan. Untuk menjawab
persoalan karena tidak adanya link and match antara hasil
riset universitas dengan kebutuhan nyata industri sehingga
hasil riset terkesan hanya paper oriented yang tidak bernilai
manfaat.

Oleh karenanya ke depan universitas diharapkan
menjadi institusi yang mampu melakukan penelitian dasar
(basic research) yang menciptakan invensi-invensi atau
rancangan anyar (prototype), yang dapat diaplikasikan untuk
dikembangkan pada industri-industri pertahanan. Untuk
menghasilkan invensi-invensi tersebut, universitas harus
ditopang oleh kualitas SDM peneliti yang mumpuni, alat
peralatan penelitian yang terstandarisasi internasional.

Dengan sistem pendidikan berbasis teknologi di
universitas-universitas yang terkoneksi dengan industri
pertahanan, akan tercipta /ink and match diantara keduanya.
Sebagai contoh hubungan kerja sama yang baik antara
universitas dan industri pertahanan, yaitu pendidikan yang
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diselenggarakan oleh SAAB Swedia bekerjasama dengan
Swedish Defence University, yang merepresentasikan konsep
Triple Helix dalam pembangunan kekuatan alutsista.

Diharapkan kerjasama tersebut dapat menjadi
pengalaman yang berharga bagi para mahasiswa tentang
triple helix pembangunan kekuatan alutsista di industri-
industri pertahanan.

Disamping SDM hal penting yang perlu dilakukan ke
depan, adalah peningkatan fasilitas riset bidang Alutsista,
pembangunan infrastruktur penelitian, sistem pendidikan,
sertifikasi  peneliti  militer yang  berkesinambungan.
Memberdayakan peneliti dari TNI yang berkomitmen mencari
second karir. Bekerjasama dengan lembaga Litbang militer
dari negara lain yang lebih maju.

Hal penting lain hubungan kerja antara universitas dan
industri adalah bagaimana mendorong hasil riset/litbang yang
dilakukan oleh universitas bisa memenuhi kebutuhan untuk
industri pertahanan. Sudah banyak kegiatan riset/litbang yang
mampu menghasilkan invensi-invensi, namun belum banyak
yang bisa dimanfaatkan oleh industrri pertahanan. Oleh
sebab itu perlu dijalin hubungan yang baik dan berkelanjutan
antara universitas dengan industri-industri pertahanan, yang
dapat memberikan manfaat timbal balik dari kedua pihak.

Selain memperkuat manajemen di masing-masing
organisasinya juga yang tidak kalah pentingnya adalah perlu
dibangun manajemen inovasi serta mekanisme hubungan
kerja, untuk menjamin bahwa invensi-invensi yang dihasilkan
universitas bisa /ink and match dengan kebutuhan industri
pertahanan, sehingga mampu mengeliminir resiko kegagalan
teknologi. Disamping membangun manajemen inovasi dan
mekanisme hubungan kerja antara universitas dengan
industri pertéhanan, juga hubungan kerja antara universitas
dengan lembaga litbang baik BUMN maupun Swasta dan luar
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negeri. “Manajemen inovasi merupakan alat yang
digunakan oleh manajer maupun organisasi atau
perusahaan untuk mengembangkan produk dan
inovasi organisasiatau dengan kata lain manajemen
inovasi adalah pengelolaan dan pengorganisasian
sebuah proses (Ortt dan Duin, 2008)".'7 Pertumbuhan
ekonomi yang berdaya saing di era persaingan global, sangat
didukung oleh suatu inovasi, selain peran pendidikan dan
latihan. Beberapa negara yang berhasil telah menerapkan
manajemen inovasi ini, seperti Jepang, singapura, Korea
Selatan.

Pada hakekatnya unversitas juga merupakan agen
transformasi IPTEK harus melakukan perbaikan diri dengan
mengembangkan kapasitasnya agar tidak diacuhkan oleh
kalangan industri. Kapasitas yang dimaksud adalah sesuai
dengan keinginan dan permintaan pasar (orienfation to
market demands). Pada lingkup yang lebih besar harus
mampu mengikuti perkembangan/tren kemajuan [IPTEK,
sehingga memiliki daya inovasi melalui penciptaan produk-
produk anyar. Dalam arti, bahwa hasil riset universitas ke
depan tidak hanya menghasilkan dokumen riset saja, namun
harus dapat implementable, innovable dan marketable.

Sesuai dengan UU No. 18/2002 tentang Sisnas
Litbang dan Penerapan IPTEK, mengartikan inovasi sebagai
kegiatan Litbangyasa untuk mengembangkan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagai suatu- hasil untuk
diproses ke sektor produksi. Ke depan perlu ada lembaga
manajemen inovasi di universitas-universitas dan di lembaga
riset/litbang, agar dapat mewadahi fungsi hiliisasi hasil
riset/litbang universitas ke industry-industri pertahanan. Saat

ini beberapa universitas telah melakukan kerjasama dengan

t

17 Sella Brit Y.S 2016 "Manajemen Inovasi peluang sukses menghadapi perubahan, Medan. Diunduh
tanggal 2 Juni 2019,
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industri pertahanan, seperti Universitas Pertahanan (Unhan)
dengan PT.Pindad, PT.Pindad dengan LPDP, PT.Pal dengan
Industri Pertahanan, ITS.

Kerjasama riset/litbang antara ITB dengan Badan
Litbang Kemhan (Balitbang) maupun dengan Industri
Pertahanan BUMN dan BUMS sudah berjalan dengan baik.
Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan invensi
teknologi yang mampu dikembangkan menjadi sebuah
inovasi dan dapat diproduksi oleh Industri Pertahanan.
Keuntungan dari sinergi ini adalah dapat menghasilkan efek
yang lebih kuat dari diseminasi dan promosi kegiatan dari
hasil litbang.

Kerjasama PT.PAL dengan Fakultas Teknologi
Kelautan ITS, yang menjadi ujung tombak pengembangan
teknologi  kemaritiman. Melakukan kerjasama dalam
pengembangan perangkat keras seperti kapal, bangunan
lepas pantai serta kesisteman dalam kapal. Program studi
transportasi laut memilik tiga jenjang pendidikan, yaitu S-1, S-
2, dan S-3. Pendidikan transportasi laut bersifat multidisipliner
mencakup di antaranya teknik perkapalan, kepelabuhan,
ekonomi, logistik, informatika dan matematika yang
sesungguhnya merupakan cerminan dari dunia nyata sektor
transportasi laut. Pemerintah melalui Kemhan menunjuk ITS
sebagai Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Perang.
Kerjasama Lembaga Riset/Litbang Pemerintah (BPPT,
LIPI) dan Swasta dengan industri pertahanan.

Problem yang muncul terkait dengan Lembaga Riset/
Litbang di Indonesia, yaitu masalah kuantitas dan kualitas
SDM peneliti yang masih sangat minim, seperti sudah diulas
dalam data dan fakta dari LIPI (2017), bahwa SDM peneliti
kita baru 90 orang per sejuta penduduk, sangat jauh dari ideal
minimal 1000 oran per sejuta penduduk. Maka penambahan
jumlah peneliti melalui rekrutmen peneliti baru maupun
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peneliti yang sudah ada, baik di dalam maupun diluar negeri
(kebijakan diaspora), penting dilakukan.

Untuk mengoptimalkan hasil dari sebuah riset/litbang,
maka kerjasama lembaga Litbang dengan industri pertahanan
dan lembaga litbang lainnya yang sudah ada akan lebih
efektif dan sefisien. Kerjasama dengan lembaga riset/litbang
luar negeri juga perlu dilakukan, guna mengadopsi teknologi
yang belum bisa dihasilkan oleh lembaga riset/litbang kita.

Mengoptimalkan Lembaga Litbang Swasta untuk
dilibatkan dalam riset/litbang teknologi dengan industri
pertahanan, yang dapat menciptakan teknologi baru baik
komponen utama, komponen pendukung maupun komponen
bahan baku. Sinergi dan pertukaran informasi ilmiah lembaga
dan instansi Litbang Nasional, Univesitas dengan industri
pertahanan (BUMN, BUMS), merupakan upaya dan langkah

strategis dalam pembangunan postur pertahanan.

Konsep sinergi dari ketiga organisasi dalam Triple Helix yaitu
antara Pemerintah, Universitas dan Industri Pertahanan dalam
pembangunan postur pertahanan Negara.

Konsep Triple Helix dapat memberikan referensi bagi
pemerintah dalam menggunakan berbagai perangkat regulasi yang
dimiliki pemerintah dengan memfasilitasi dan mengatur K/L di
bawahnya, mendorong kalangan industri pertahanan baik BUMN
maupun BUMS serta universitas untuk memperkuat perannya dalam
rangka mendukung pembangunan kekuatan alutsista. -

Berkembangnya konsep Triple Helix di beberapa negara maju
telah banyak menginspirasi negara-negara berkembang termasuk
Indonesia, yang memberikan pedoman serta batasan-batasan yang
jelas berupa konsep hubungan kerja tiap-tiap elemen yang ada
dalam Triple Helix, yakni : 1) Universitas sebagai sumber IPTEK me-
miliki SDM yang m;ampu menciptakan berbagai invensi/inovasi yang
dapat diaplikasikan ke dunia industri pertahanan, 2) Industri



oH
TANHANA

MANGRVA

51

pertahanan merespon hasil invensifinovasi kepada universitas baik
berupa litbang maupun pemanfaatan hasil riset secara
berkesinambungan. 3) Pemerintah mendukung universitas dengan
bantuan dana riset, alat peralatan dan sarana prasarana lainnya,
agar menghasilkan karya yang berkualitas, sekaligus menjamin
perlindungan serta pengakuan hak cipta.

a. Komitmen menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Pada irisan gambar-4 dari teori Triple Helix, yaitu sinergi
antara ketiga elemen, antara pemerintah, universitas dan
industri bertemu dalam satu kondisi dan situasi, dimana satu
sama lélin saling berinteraksi dengan harmonis untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat ini. Dari
interaksi ini, pada akhimya akan terciptanya suatu inovasi
baru, yang saling memberikan manfaat.

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM. Salah satu
permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan
kekuatan pertahanan adalah ketersediaan SDM.
Pemberian beasiswa bagi mahasiswa ke luar negeri
untuk mengikuti pendidikan riset/litbang atau magang di
industri-industri maju, merupakan upaya yang perlu
dilakukan. Setelah mengikuti pendidikan/magang
mereka ditempatkan di industri-industri pertahanan di
dalam negeri. Banyak periset-periset kita memilih
bekerja di Jepang, China, Singapura, karena mereka
digaji besar. China dengan kebijakan diasforanya
mewajibkan para mahasiswa yang ‘telah selesai
melaksanakan pendidikan di luar negeri, untuk kembali
dan mengabdi di China.

Disamping itu harus ada regulasi mengenai
akses yang menghubungkan universitas dengan
industri pertahanan, sebagai transfer SDM siap pakai
maup‘un hasil riset berupa invensi teknologi.
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2) Reformasi anggaran pertahanan. Permasalahan
berikutnya adalah masalah kebijakan anggaran yang
masih sangat minim. Merujuk kepada *data dari S/PR,
semenjak Tahun 2008, khususnya persentase pada
APBN, anggaran pertahanan kita mulai mengalami
peningkatan. Sementara  persentase  anggaran
pertahanan dibanding dengan GDP, tidak mengalami
peningkatan alias stagnan, yang tidak pernah lebih dari
1%, tepatnya 0,9 % dari GDP.18
(Lampiran Grafik 2.6 Daftar Prosentase Anggaran
Pertahanan).

Kebutuhan anggaran tidak pemah terpenuhi,

seperti pada Tahun 2019, anggaran pertahanan hanya
terdukung + 50% nya dari yang diajukan. Sementara
Singapura dengan luas wilayah dan jumlah penduduk
jauh lebih sedikit, memiliki anggaran pertahanan lebih
besar.

Demikian pula dengan anggaran riset kita, yang
baru sampai + 0,08 % terhadap PDB, jauh tertinggal
dari negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia
yang mencapai 1 — 2% dari PDB. Kondisi ini akan
berpengaruh terhadap posisi tawar dan bahkan bisa
berdampak kepada kewibawaan di kawasan ASEAN.

Oleh karenanya, perlu dilakukannya reformasi
terhnadap porsi anggaran pertahanan, baik untuk
pengadaan alutsista baru atau dalam rangka
upgrading/peningkatan kemampuan, termasuk untuk
pemeliharaan. Pemerintah dalam hal ini KKIP harus
terus mendorong kemandirian industri pertahanan agar
mampu menciptakan teknologi pertahanan, tanpa
harus impor dan ketergantungan kepada luar negeri.

t

% Tirto. 2 April 2019. “Apakah anggaran pertahanan Indonesia kalah dari Singapura’.
Diunduh tanggal 20 Mei 2019.
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Peningkatan anggaran pertahanan harus sejalan
dengan program MEF pada setiap tahunnya, sefain itu
perlu dilakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan
anggaran pertahanan (APBN), tentunya bekerjasama
dengan industri pertahanan dalam negeri, dengan
prioritas untuk memenuhi kebutuhan untuk pengguna
sesuai dengan skala prioritas.

Percapaian program MEF. Permasalahan lainnya
adalah masalah tersendatnya pencapaian program
MEF, dimana sampai Tahun 2019 target program MEF
belum tercapai. Pengadaan alutsista TNI selama
sepuluh tahun terakhir belum berjalan sesuai dengan
sasaran. Pada pembangunan MEF tahap ke-ll (2015-
2019), pencapaian MEF pada akhir 2019 hanya
mencapai 61,48% dari target 7554%."° Kondisi ini
tentu berpegaruh kepada kemampuan dan gelar
kekuatan yang harus dipenuhi. Oleh kerenannya ke
depan pembangunan kekuatan pertahanan dan
alutsista memerlukan komitmen dari pemerintah
melalui kebijakan MEF yang realistis, artinya sesuai
dengan kebutuhan vyang dihadapkan kepada
kemungkinan ancaman yang dihadapi. Kebijakan MEF
tentunya juga harus berpedoman kepada Renstra yang
telah disusun setiap 5 tahun, dimana secara bertahap
sudah direncanakan sapai pada rencana tahunan. Di
sinilah pengawasan dan kendali harus dilakukan untuk
meyakinkan bahwa program MEF tersebut akan
berjalan sesuai dengan tahapan waktu. Ketika
menunjukkan ada indikasi keterlambatan, maka perlu
ada kebijakan, apa vyang disebut dengan
percepatan/akselerasi MEF, dengan tujuan untuk

¥

'8 Rakor Ditien Kekuatan Pertahanan TA. 2019 Rabu, 6 Februari 2019, diunduh tanggal 10
Juli 2018 )
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mengejar  ketertinggalan program yang sudah
direncanakan tersebut.

b. Upaya untuk menguatkan hubungan kerja dari ketiga

organisasi di dalam Triple Helix.

1)

2)

Mengoptimalkan  kapasitas  pemerintah  sebagai
fasilitator dan regulator terhadap seluruh institusi.

Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator
harus memberikan jaminan dalam berbagai bentuk
kebijakan atau regulasi, untuk menguatkan peran
universitas dan industri pertahanan dalam rangka
pembangunan kekuatan alutsista. Regulasi tentang
sistem pendidikan, untuk menghasilkan SDM
berkualitas, menjadikan universitas sebagai institusi
peneliti dasar yang menghasilkan invensi-invensi
teknologi pertahanan (penemuan baru).

Menjamin pengembangan lembaga-lembaga
riset (BUMN, BUMS) yang handal dan mampu
berkolaborasi dengan industri pertahanan menciptakan
berbagai inovasi teknologi  pertahanan  dan
menghasilkan produksi alutsista sesuai dengan
kebutuhan dari pengguna. Mendorong terwujudnya
Industri Pertahanan yang mandiri, tidak tergantung
kepada impor dan mampu memenuhi kebutuhan
alutsista yang sesuai dengan kebutuhan pengguna,
Mengoptimalkan kapasitas universitas agar
menghasilkan invensi riset yang dapat dimanfaatkan
langsung oleh industri.

Kementerian Ristek dan Dikti harus menfasilitasi
universitas dalam mentransfer hasil risetnya kepada
industri pertahanan. Sebagai institusi peneliti dasar
(basic reasearch) harus mampu memberikan masukan
kepaha industri pertahanan, dan dikembangkan
menjadi produk alutsista. Oleh karenanya perlu
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penguatan terhadap kapasitas universitas, baik sistem
pendidikan, alat, sarana prasarana dan anggaran.
Mengembangkan kerjasama  dengan berbagai
universitas di dalam maupun diluar negeri. Kerjasama
dengan industri-industri yang ada di dalam maupu luar
negeri, sekaligus untuk mencetak peneliti-peneliti
muda yang syarat pengalaman.

3) Mengoptimalkan kapasitas industri pertahanan untuk
mengembangkan invensi menjadi suatu inovasi
teknologi pertahanan.

Di sini industri pertahanan harus mampu
merespon peluang hasil riset yang dilakukan oleh
universitas dalam bentuk invensi-invensi (penemuan
baru), untuk kemudian diolah menjadi sumber inovasi
yang dapat dikembangkan dan diproduksi guna
memenuhi kebutuhan pengguna maupun pasar.

Oleh karenanya industri pertahanan harus
didukung oleh SDM peneliti dan engineering yang
berkualitas. Hal ini harus ditopang oleh kebijakan
pemerintah, dengan  jaminan  insentif  dan
kesejahteraan. Pemerintah juga bisa melakukan
pemanggilan diasfora yang ada di luar negeri, untuk
bergabung dengan industri-industri pertahanan dalam
negeri.

Hasil Analisis. :

Berdasarkan berbagai penjelasan dalam pembahasan yang
didukung oleh regulasi, data dan fakta, peluang dan kendala dalam
pengaruh lingkungan strategis, kemudian dianalisa melalui
pendekatan teori Triple Helix dengan konsep hubungan kerja antara
ketiga elemen didalamnya, menghasilkan solusi yang komprehensif,
holistik dan integral,' yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Konsep hubungan kerja antara Pemerintah dengan
Akademisi (Universitas dan Lembaga Riset) dalam
pembangunan postur pertahanan Negara.

Untuk menjadikan universitas yang mampu mencetak
SDM yang berkualitas, pemerintah perlu mengembangkan
sistem pendidikan teknologi yang kreatif dan inovatif. Menjalin
kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri. Serta
memperbanyak program beasiswa bagi para mahasiswa
untuk disekolahkan di negara yang lebih maju.

Dalam kapasitasnya sebagai institusi peneliti dasar
(basic research). Pemerintah harus melengkapinya dengan
sarana prasarana, alat penelitian serta dukungan anggaran
riset/litbang yang memadai.

Peningkatan kapasitas lembaga litbang pemerintah
seperti; LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN harus terus didorong,
serta mengoptimalkan kapasitas lembaga litbang swasta
untuk mampu berkiprah secara signifikan dalam kemajuan
teknologi pertahanan.

Konsep hubungan kerja antara Pemerintah dengan
Industri Pertahanan dalam pembangunan postur
pertahanan Negara.

Mengatasi terbatasnya industri pertahanan dalam
penguasaan teknologi, adalah dengan mengoptimalkan
peluang ofset, apabila membeli alutsista dari luar negeri (TOT
dan TOK), Kerjasama pengembangan dan produksi dengan
industri dari luar negeri, dibawah pengawasan KKIP.

Komitmen pemerintah untuk memajukan industri
pertahanan yang mandiri, melalui penguatan kapasitas
industri  pertahanan, sehingga mampu menyediakan
kebutuhan Alpalhankam dalam negeri sesuai kebutuhan
pengguna. Melakukan kerjasama baik dengan BUMN
maupun BUM'S di dalam negeri maupun di luar negeri.
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Konsep hubungan kerja antara Akademisi (Universitas
dan Lembaga Riset) dengan industri Pertahanan dalam
pembangunan postur pertahanan Negara.

Universitas diharapkan menjadi institusi yang mampu
melakukan penelitian dasar (basic research) yang
menciptakan invensi-invensi (penemuan baru). Peran
universitas dalam menciptakan invensi sesuai kebutuhan
industri pertahanan, harus ada kesesuaian (link and match),
antara hasil riset universitas dengan kebutuhan industri.
Unversitas juga sebagai agen transformasi IPTEK harus
melakukan pengembangan kapasitasnya agar tidak
diacuhkan oleh kalangan industri.

Untuk mengoptimalkan hasil dari sebuah riset/litbang,
maka diperlukan kerjasama lembaga Litbang pemerintah dan
swasta dengan industri pertahanan. Sinergi dan pertukaran
informasi ilmiah lembaga litbang pertahanan (BUMN, BUMS)
dengan univesitas, merupakan upaya dan langkah strategis
dalam pembangunan postur pertahanan.

Konsep sinergi antara Pemerintah, Universitas dan
Industri Pertahanan dalam pembangunan postur
pertahanan Negara.

Untuk mewujudkan sinergi antara elemen dalam Triple
Helix, vyaitu; pemerintah, universitas dan industri harus
bertemu dalam satu kondisi tertentu, dimana antara ketiganya
saling berinteraksi dengan harmonis, tidak ada yang lebih
dominan dari yang lainnya, namun tetap fokus kepada tugas
pokok dan fugsi masing-masing. Dari interaksi tersebut, akan
melahirkan suatu inovasi baru yang dapat memberikan
manfaat bagi pembangunan postur pertahanan.

Konsekuensi untuk melakukan tugas pokok dan fungsi
tiap-tiap elemen di dalam triple helix serta sinergi dari ketiga
elemen mehjadi tuntutan yang harus dilakukan.
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